WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR - TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 139 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang perlu pengaturan tentang pemberian dan
penilaian, pemberhenﬁan, pemotongan, pembiayaan dan
mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Taghun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan




10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 118);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat IT Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat I Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);




15,

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 No 30A)
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012
Nomor 22 A);




21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C);

22. Peraturan Walikta Semarang Nomor 139 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 139 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 139 Tahun 2016

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah kota Semarang

Tahun 2016 nomor 139) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 14A
yang berbunyi sebagai berikut :

{1)

{2)

Pasal 14A
PNS atau CPNS yang diperbantukan /dipekerjakan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 huruf g, yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP}/Tunjangan Kinerja {Tukin) dari instansi vang mempekerjakannya
maka mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kota

Semarang

PNS atau CPNS yang diperbantukan /dipekerjakan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 huruf g, apabila Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan
Kinerjanya lebih kecil dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Pemerintah Kota Semarang, maka diberikan Tambahan Penghasilan
Pegawai {TPP) sebesar selisih antara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Pemerintah Kota Semarang sesuai golongan/jabatan dikurangi Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP}/Tunjangan Kinerja (Tukin) yang diterima dari

instansi yang mempekerjakannnya




(3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan Kinerja (Tukin) dari Pimpinan
Instansi yang mempekerjakannya

Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

i

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR




